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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 3048 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG
BERUPA FASILITAS UMUM TERMINAL PENUMPANG TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan
pemanfaatan fasilitas penunjang berupa fasilitas
umum di Terminal Penumpang Tipe A, perlu
disusun pedoman teknis tata cara pemanfaatan
fasilitas penunjang berupa fasilitas umum
Terminal Penumpang Tipe A;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemanfaatan
Fasilitas Penunjang Berupa Fasilitas Umum
Terminal Penumpang Tipe A;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);




Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan
Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 306);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 647);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67
Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PEMANFAATAN FASILITAS
PENUNJANG BERUPA FASILITAS UMUM
TERMINAL PENUMPANG TIPE A.

Pemanfaatan fasilitas penunjang berupa fasilitas
umum Terminal Penumpang Tipe A, meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan.

Pemanfaatan fasilitas penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan
dalam bentuk Sewa Barang Milik Negara oleh
Penyewa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pemanfaatan fasilitas penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan sesuai
dengan jangka waktu, kewenangan, dan tata cara
pemanfaatan  sebagaimana  tercantum = dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Direktur yang bertanggungjawab di bidang Prasarana
Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Keputusan Direktur Jenderal

ni.




KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; dan
Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

U-oh o i

Salinan sesuai dengan aslinya
i / Kepala Baglan Hukum

NIP. 19820414 200502 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP-DRJD 3048 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMANFAATAN
FASILITAS PENUNJANG BERUPA FASILITAS UMUM
TERMINAL PENUMPANG TIPE A.

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman Teknis Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Berupa
Fasilitas Umum Terminal Penumpang Tipe A dimaksudkan sebagai
pedoman untuk memperoleh mekanisme, tata cara, prosedur yang
dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan fasilitas
penunjang berupa fasilitas umum Terminal Penumpang Tipe A.

2. Pedoman Teknis Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Berupa
Fasilitas Umum Terminal Penumpang Tipe A bertujuan untuk
menciptakan tata kelola yang baik dan merubah paradigma pelayanan
di Terminal Penumpang Tipe A.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan Pedoman Teknis Tata Cara Pemanfaatan
Fasilitas Penunjang Berupa Fasilitas Umum Terminal Penumpang Tipe A
meliputi:

BAB II TAHAP PERENCANAAN

A. Identifikasi
1. Wewenang dan Tanggung Jawab.

2. Jenis Tenant.

B. Tata Cara Pemanfaatan
1. Tata Cara Pemanfaatan Sewa BMN.
2. Alur Pemanfaatan Sewa BMN.



BAB III PELAKSANAAN PEMANFAATAN

A. Persiapan

1. Standar Pelaksanaan Pemanfaatan

a) Fasilitas Prasarana Yang Diberikan Kepada Penyewa
Sesuai Luas dan Tipe Tenant.

b) Jenis Kerjasama yang Dapat Dilakukan dan Ditawarkan
Kepada Penyewa.

¢) Standar Umum Penataan yang Perlu Dilakukan Oleh
Tenant Saat Penjualan.

d) Standar Penampilan Karyawan Tenant.

e) Standar Pengetahuan Penyewa Terhadap First Aid pada
Setiap Kecelakaan Di Tenant Untuk Menjaga K3 Di
Terminal.

f) Tata Cara Penentuan Harga Sewa Kios dan Pembayaran
Awal Kios.

g) Standar Peletakan Barang Jual Pada Masing-Masing
Jenis Tenant.

h) Fasilitas Pemasangan Papan Nama Berdasarkan
Klasifikasi Tenant.

i) Tata Cara Keluar/Masuk Barang Pada Jam Operasional
Layanan Terminal.

j) Standar Penulisan Menu Makanan/Daftar Barang Jual

Lainnya.

2. Format Pelaksanaan Pemanfaatan

a) Format Surat Pemanfaatan Sewa BMN.

b) Format Lampiran Surat Pemanfaatan Sewa BMN.

c) Format Perjanjian Pemanfaatan Sewa BMN.

d) Format Surat Komitmen Batasan Peningkatan Harga
Pada Kondisi Tertentu.

e) Format Surat Komitmen Kebersihan Dan Kesegaran
Makanan Bagi Tenant Jenis Kuliner.

f) Format Tabel Shift Kerja Karyawan Tenant.

g) Pernyataan Kesediaan Pelatihan Pelayanan
Beriorientasi Pelanggan Pada Karyawan Tenant.

B. Pelaksanaan

8
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Senyum, Salam, dan Sapa Kepada Pengguna Terminal.
Standar Pelayanan Penyajian Makanan Bagi Tenant

Makanan/Kuliner.

Penggunaan Pop-Up Store di Dalam Gedung Terminal.
Penataan Furnitur/mebel Jenis Tenant Kuliner.

Penggunaan Kontainer sebagai tempat pemanfaatan.

Standar Memasak Di Dalam Terminal Pada Jenis Tenant
Kuliner.



7. Standar Kebersihan Tenant.

8. Standar Kit Pertolongan Pertama.

9. Standar Pengetahuan Nomor Telepon Darurat.

10. Pelaksanaan Serah Terah Terima Aset Kios Sebelum Berakhirnya
Perjanjian.

BAB IV PENGAWASAN

A. Monitoring Tahap Persiapan dan Pelaksanaan
1. Tata Cara

2.

a) Tata Cara Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tenant
Makanan/Kuliner.

b) Tata Cara Pengontrolan Kebersihan Makanan Basah.

c¢) Tata Cara Pengontrolan Kualitas Makanan Basah Pada
Tenant Kuliner.

d) Tata Cara Monitoring dan Inspeksi Kerapihan
Karyawan /Penjaga/Pemilik Tenant.

Format

a) Form Ceklis Variabel Penjaman / Penyaji Makanan.

b) Form Ceklis Variabel Peralatan.

c) Form Ceklis Variabel Sarana Penjaja makanan.

d) Form Ceklis Variabel Air, Bahan Makanan, Bahan

Tambahan dan Penyajian Makanan.

B. Pelaksana Pengawasan Pemanfaatan

C. Waktu pengawasan
D. Sanksi
E. Evaluasi



BAB 1II
TAHAP PERENCANAAN

A. Identifikasi

1. Wewenang dan Tanggung Jawab

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab terhadap Pengajuan
usulan dan perpanjangannya, penandatanganan Surat Keputusan
Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, dan Penandatanganan Surat
Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa BMN terdiri atas:

a. Pengusulan Pemanfaatan Sewa BMN

1)

2)

Jangka waktu sewa BMN di atas 3 (tiga) tahun.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan
Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Kepala Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN untuk Pengajuan
usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,
dalam bentuk sewa BMN berupa:

a) tanah dan/atau bangunan; dan

b) selain tanah dan/atau bangunan,

dengan jangka waktu sewa di atas 3 (tiga) tahun.
Jangka waktu sewa BMN sampai dengan 3 (tiga) tahun

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan
Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Kepala
Kantor/UPT/Satuan Kerja untuk Pengajuan usulan
pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk sewa
BMN berupa:

a) tanah dan/atau bangunan; dan
b) selain tanah dan/atau bangunan,

dengan jangka waktu sewa sampai dengan 3 (tiga) tahun.

b. Penandatanganan Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan
Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal untuk Penandatanganan Surat Keputusan
Pelaksanaan Sewa berupa:

a)

tanah dan/atau bangunan; dan



b)

selain tanah dan/atau bangunan.

c. Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN

1) Jangka waktu sewa BMN di atas 3 (tiga) tahun

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan
Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal untuk Penandatanganan Surat Perjanjian
Pemanfaatan BMN berupa sewa yang berupa:

a) tanah dan/atau bangunan; dan
b) selain tanah dan/atau bangunan,

dengan jangka waktu sewa di atas 3 (tiga) tahun.

2) Jangka waktu sewa BMN sampai dengan 3 (tiga) tahun

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan
Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Kepala
Kantor/UPT/Satuan Kerja untuk Penandatanganan Surat
Perjanjian Pemanfaatan BMN, yang berupa Surat Perjanjian:

a) tanah dan/atau bangunan; dan
b) selain tanah dan/atau bangunan,

dengan jangka waktu sewa sampai dengan 3 (tiga) tahun.

2. Jenis Tenant

Tenant merupakan orang perseorangan, non badan hukum dan/atau

badan hukum yang menyewa barang, benda, dari pihak yang

menyewakan.

Dalam melakukan pemanfaatan fasilitas penunjang di Terminal

Penumpang Tipe A, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi dan

klasifikasi terhadap tenant.

a. Proses identifikasi Tenant yang dapat melakukan pemanfaatan di
terminal dilaksanakan berdasarkan jenis barang dan jasa yang
disediakan, meliputi:

1)

2)

Makanan/kuliner:

a) Makanan basah (membutuhkan proses
memasak/menghangatkan makanan) dengan tempat
duduk.

b) Makanan kering (snack/makanan siap saji).
c) Kafe dengan tempat duduk.

d) Kafe tanpa tempat duduk.

Fashion:



a) Baju.
b) Aksesoris (parfum, tas, dan lain-lain).
3) Oleh-oleh;
4) Toko kelontong (perlengkapan-perlengkapan dasar);
5) Minimarket/ Usaha Retail;
6) Apotek atau Toko Obat; dan
7) Agen bus dan travel.
Berdasarkan kemampuan membayar sewa, Tenant dibagi menjadi
beberapa Kklasifikasi yaitu Tenant berdasarkan kemampuan
membayar sewa, yaitu sebagai berikut:

1) UMKM.

2) Non-UMKM.

3) Food court, pop up store dan/atau kumpulan UMKM.
4) Klasifikasi Tenant lainnya.

B. Tata Cara Pemanfaatan

1. Tata Cara Pemanfaatan Sewa BMN
Setiap calon penyewa Tenant yang ingin mengajukan sewa
pemanfaatan di Terminal harus mengikuti tata cara sebagai berikut:

a.

Calon penyewa Tenant melakukan pengajuan permohonan
pemanfaatan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum kepada
Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja melalui Satuan Pelayanan
Terminal.

Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja bersama Satuan Pelayanan
Terminal melakukan persetujuan terhadap permohonan yang
diajukan.

Apabila disetujui dan terdapat Tenant yang kosong, maka proses
dilanjutkan dengan pengajuan usulan sewa.

Apabila disetujui namun Tenant yang ada penuh, maka calon
penyewa Tenant tersebut masuk kedalam waiting list atau daftar
tunggu.

Apabila tidak disetujui, calon penyewa Tenant perlu mengulangi
dengan mengirim ulang surat permohonan kepada Kepala
Kantor/UPT /Satuan Kerja melalui Satuan Pelayanan Terminal.



Bagan. Tata Cara Sewa
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2. Alur dan Format Surat Pemanfaatan Sewa BMN
a. Pemanfaatan Sewa BMN di atas 3 (tiga) tahun
1) Alur Sewa

PERMOHONAN USULAN AWAL USULAN PENILAIAN PERSETUJUAN PENETAFAN PERJANJIAN

:' Pemononan sews ' :' PengusulanSewa |/ PengusulanSewa | | Direktorat PKNSI . Surat [ PenetapanSurat | Perjanjian Sewa :
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Alur dari pemanfaatan sewa BMN untuk jangka waktu di atas 3
(tiga) tahun yaitu sebagai berikut:

1. Calon Penyewa menyampaikan surat permohonan sewa
kepada Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja sesuai wilayah
Terminal;

2. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja menyampaikan usulan
pemanfaatan sewa kepada Direktur Prasarana Transportasi
Jalan;



Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyampaikan
usulan sewa kepada Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan BMN melalui Sekretaris Direktorat Jenderal;

Penyampaian usulan sewa kepada Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi (PKNSI) oleh Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan BMN;

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan melakukan
penilaian atas usulan sewa;

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan menetapkan
Surat Persetujuan Sewa;

Sekretaris  Direktorat Jenderal menetapkan  Surat
Keputusan Pelaksanaan Sewa;

Penandatanganan Perjanjian Sewa antara Penyewa dengan
Sekretaris Direktorat Jenderal.

b. Pemanfaatan Sewa BMN sampai dengan 3 (tiga) tahun
1) Alur Sewa

PERMOHONAN

USULAN PENILAIAN PERSETUJUAN USULANPENETAPAN PENETAPAN PERJANJIAN

' Penyampaian ‘:: EPKMLD.{KN Surat ‘: ." Penyampaian ‘: Pmupan ';; p.q.npnm Y
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Alur dari pemanfaatan sewa BMN untuk jangka waktu sampai dengan
3 (tiga) tahun yaitu sebagai berikut:

1.

Calon Penyewa menyampaikan surat permohonan sewa kepada
Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja sesuai wilayah Terminal
(diberikan tembusan kepada Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan);

Penyampaian usulan sewa Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melakukan
penilaian atas usulan sewa;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
atas nama Menteri Keuangan menetapkan Surat Persetujuan Sewa;

Penyampaian usulan penetapan Keputusan Pelaksanaan Sewa dari
Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal melalui Direktur Prasarana Transportasi Jalan;

Sekretaris Direktorat Jenderal menetapkan Surat Keputusan
Pelaksanaan Sewa;

Penandatanganan Perjanjian Sewa antara Penyewa dengan Kepala
Kantor/UPT/Satuan Kerja.



BAB III
TAHAP PELAKSANAAN PEMANFAATAN

A. PERSIAPAN

1. Standar Pelaksanaan Pemanfaatan

a) Fasilitas Prasarana Yang Diberikan Kepada Penyewa Sesuai
Luas dan Tipe Tenant.

a. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja menyediakan fasilitas
prasarana dan fasilitas kepada Tenant meliputi:
1) Tenant Makanan / Kuliner Tanpa Dapur, terdiri dari:
a) Exhaust;
b) 1 (satu) tempat cuci piring;
c) 1 (satu) etalase;
d) 1 (satu) meja dan 1 (satu) set kursi; dan

e) 1 (satu) meja khusus untuk kompor (khusus Tenant
makanan).

Denah Tenant Kuliner dengan Tembok Pembatas

1 (satu) meja

khusus kompor 1 {satu) tempat

cuct pinng
T (satu) etalase

1 (satu) meja dan
1 (satu) set kursi




Denah Tenant Kuliner tanpa Tembok Pembatas

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 3x4 meter.

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 3x4 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
Lebar meja adalah 60 cm untuk lebar tenant 3 meter — apabila lebar
tenant menjadi 4 meter, maka lebar meja menjadi 80 cm.

Posisi Tenant Kuliner dengan Tembok Pembatas

Tembok
pembatas

Ol.BURGER




Posisi Tenant Kuliner tanpa Tembok Pembatas

’ O1.BURGER

Tanpa tembok
pembatas

\ Papan nama
1 —— — - menggunakan tiang

Tembok sederhana
setinggl 1 meter

Ukuran Standar Prasarana bagi Tenant Kuliner dengan Luas 3x4 meter
(apabila tenant semakin luas, dimensi prasarana menyesuaikan secara

proporsional)
i o = P
K 8 + ¥ ‘ri 4
Kursi Kursi .
(Opsi 1) (Opsi 2) Meja Meja Kompor Etalase Temr?:_t Cuci
ng

2) Tenant Makanan / Kuliner Dengan Dapur, terdiri dari:
a) 1 (satu) set dapur (kompor dan wastafel);
b) 1 (satu) etalase diatas meja;
¢) 2 (dua) meja dan 2 (dua) set kursi; dan
d) 1 (satu) meja Panjang.



Denah Tenant Kuliner dengan Dapur

1 (salu) set

2 (dua) meja dapur - kompor
dan 2 (dua set dan wastafel
kursi) ‘
1 (salu) etalase
¥ 1 (satu) meja
panjang

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Luas minimal tenant kuliner dengan dapur adalah 4x6 meter;

2. Tenant kuliner dengan dapur hanya dapat diaplikasikan pada tenant
yang memiliki tembok pembatas;

3. Apabila luas tenant lebih besar dari 4x6 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
Lebar meja adalah 60 cm untuk lebar tenant 3 meter — apabila lebar
tenant menjadi 4 meter, maka lebar meja menjadi 80 cm.

Posisi Tenant Kuliner dengan Dapur

01.BURGER

Kursi Kursi Mei
(Opsi 1) (Opsi 2) -



3) Tenant Toko Klontong, terdiri dari:
a) 2 (dua) etalase;
b) 1 (satu) pendingin minuman; dan
c) 2 (dua) rak.

Denah Tenant Klontong dengan Tembok Pembatas

2 (dua)

2 (dua)
elalase

rak

Tembok
pembatas

(salu) lemari
pendingin <

Denah Tenant Klontong tanpa Tembok Pembatas

: :
Q 01.BURGER '
) Tanpa tembok

pembatas
T e

\ g e

menggunakan tiang

P30 I —— Tembok sederhana
sehnggi 1 meler

Poin-poin yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 3x4 meter;

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 3x4 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
Lebar meetalase adalah 200 cm untuk lebar tenant 3 meter — apabila
lebar tenant menjadi 4 meter, maka lebar etalase menjadi 260 cm.



Ukuran Standar Prasarana bagi Tenant Klontong dengan Luas 3x4
meter (apabila tenant semakin luas, dimensi prasarana menyesuaikan
secara proporsional)

Etalase 1 Ftalase 2 Acm

Rak
4) Tenant Fashion, terdiri dari:

a) 2 (dua) etalase; dan
b) 1 (satu) tempat manequine.

Denah Tenant Fashion dengan Tembok Pembatas

2 (dua) etalase
Tembok

pembatas

1 (satu) tempat
manegquine




Denah Tenant Fashion tanpa Tembok Pembatas

. 0L.BURGER

Tanpa tembok
pembatas

‘-‘:\"'- Papan nama

menggunakan tiang

¢ Tembak sederhana

setinggl 1 meter

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 3x4 meter;

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 3x4 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
Lebar meja adalah 90 cm untuk lebar tenant 3 meter — apabila lebar
tenant menjadi 4 meter, maka lebar meja menjadi 120 cm.

Ukuran Standar Prasarana bagi Tenant Fashion dengan Luas 3x4 meter
(apabila tenant semakin luas, dimensi prasarana menyesuaikan secara
proporsional)

Etalase 1 Etalase 2 Meja Etalase



5) Tenant Oleh-oleh, terdiri dari:
a) 3 (dua) etalase; dan
b) 1 (satu) meja.

Denah Tenant Oleh-oleh dengan Tembok Pembatas

1 (satu) meja

. BURGER

3 (hga) etalase

Tembok

pembatas \ |
¥

Denah Tenant Oleh-oleh tanpa Tembok Pembatas

1
I . '
T
t t
- A & o 1

Poin-poin yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 3x4 meter;

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 3x4 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
panjang etalase adalah 150 cm untuk panjang tenant 4 meter —
apabila lebar tenant menjadi 6 meter, maka panjang etalase dapat
menjadi 225 cm.

. BURGER

Tanpa tembok
pembatas

— Papan nama

menggunakan tiang

X

< Tembok sederhana

setingg! 1 meter




Ukuran Standar Prasarana bagi Tenant Oleh-oleh dengan Luas 3x4 meter
(apabila tenant semakin luas, dimensi prasarana menyesuaikan secara
proporsional), adalah sebagaimana gambar berikut:

Etalase 1 Etalase 2 Meja

6) Tenant Apotek/Toko Obat, memiliki prasarana dan fasilitas
paling sedikit meliputi:
a) 2 (dua) etalase; dan
b) 1 (satu) meja.

Denah Tenant Apotek dengan Tembok Pembatas

. BURGER

2 (dua) etalase

Tembok
pembatas

1 (satu) meja




Denah Tenant Apotek tanpa Tembok Pembatas

Tanpa tembok
pembalas

Poin-poin yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 3x4 meter;

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 3x4 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
lebar etalase adalah 150 cm untuk lebar tenant 3 meter — apabila lebar
tenant menjadi 4 meter, maka lebar etalase dapat menjadi 200 cm.

Ukuran Standar Prasarana bagi Tenant Apotek dengan Luas 3x4 meter
(apabila tenant semakin luas, dimensi prasarana menyesuaikan secara
proporsional)

Etalase 1 Etalase 2 Meja

7) Tenant Minimarket Khusus Non-UMKM.
8) Tenant Agen Bus dan Travel.
Tenant agen bus dan travel tanpa tembok pembatas, terdiri
dari:
a) 1 (satu) meja;
b) 1 (satu) lemari + 1 lemari (opsional);
¢) 1 (satu) TV / papan penempel informasi.




Denah Tenant Agen Bus / Travel Tanpa Tembok Pembatas

1500

1 (satu) leman

I (satu) meja 1550

2000

z 950
(satu) leman

(opsional)

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 1,5 x 2 meter;

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 1,5 x 2 meter, maka ukuran
seluruh prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional.
Contoh: lebar lemari adalah 1.500 cm untuk lebar tenant 1,5 meter —
apabila lebar tenant menjadi 2 meter, maka lebar lemari dapat
menjadi 2000 cm.

Perspektif Agen Bus / Travel 1,5x2m Tampak Depan Agen Bus / Travel 1,5x2m
Tanpa Tembok Pembatas Tanpa Tembok Pembalas

Tenant agen bus dan travel dengan tembok pembatas, terdiri
dari:

a) 1 (satu) meja; dan

b) 1 (satu) lemari + 1 lemari (opsional).



Denah Tenant Agen Bus / Travel Dengan Tembok Pembatas

1 {satu) lemari

1 (satu) kursi

1 (satu) meja

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Ukuran denah contoh adalah 2 x 3 meter;

2. Apabila luas tenant lebih besar dari 2 x 3 meter, maka ukuran seluruh
prasarana dalam tenant menyesuaikan secara proporsional. Contoh:
lebar lemari adalah 1500 cm untuk lebar tenant 1,5 meter — apabila
lebar tenant menjadi 2 meter, maka lebar lemari dapat menjadi 2000
cm.

Posisi Tenant Agen Bus / Travel Dengan Tembok Pembatas




9) Color Palete Prasarana pada Tenant

Color Palete Prasarana pada Tenant

TH 8504 TH 88 FC THE63TM™

TH1216 FC

TH3a25H

Corak kayu pada color palete dapat diganti dengan motif /
corak daerah tertentu untuk menunjukkan kekayaan motif
daerah.

Dalam hal tenant bersedia menyediakan fasilitas prasarana, tenant wajib
berkoordinasi dengan Penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A.

b) Jenis kerjasama yang dapat dilakukan dan ditawarkan kepada
penyewa.

Standar jenis kerjasama yang dapat ditawarkan kepada penyewa
dalam pemanfaatan sewa BMN di Terminal Penumpang Tipe A
meliputi:
a. Kios permanen

1) Jangka waktu: Paling lama 5 tahun

2) Pemanfaatan BMN di terminal pada tempat / kios yang telah
disediakan oleh Satuan Pelayanan terminal dengan biaya sewa
sebagai PNBP dari terminal. Biaya sewa kios permanen
ditetapkan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) setempat yang disesuaikan dengan kebijakan masing-
masing daerah. Kios permanen dapat disewakan dengan jangka
waktu paling lama 5 tahun.







